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Judul :  Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Relawan 

Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata 
 

ABSTRAK 

Hukum Humaniter Internasional dibentuk untuk memastikan bahwa konflik 
bersenjata dapat dilakukan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Hukum Humaniter 
Internasional telah berupaya untuk melindungi penduduk sipil yang dimana 
termasuk para relawan kemanusiaan yang bertugas karena dorongan hati nuraninya. 
Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan karena masih banyak relawan 
kemanusiaan yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Maka berdasarkan latar 
belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan seperti bagaimana 
pengaturan perlindungan dan apa bentuk tanggung jawab negara terhadap relawan 
kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini 
menghasilkan bahwa Hukum Humaniter telah memberikan perlindungan yang 
ditujukan kepada penduduk sipil dan relawan kemanusiaan sebagai golongan non-
kombatan yang dituangkan pada empat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 
Tambahan I dan II 1977 dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Konvensi dan 
Protokol Tambahannya, negara diberikan tanggung jawab untuk membentuk aturan 
yang berkontribusi dalam melarang, mencegah dan mengadili para pelaku 
kejahatan perang dalam hukum nasionalnya masing-masing. 
Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan, Konvensi 1949. 
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ABSTRACT 

International Humanitarian Law was established to ensure that armed conflict can 
be conducted on humanitarian grounds. International Humanitarian Law has sought 
to protect the civilian population, which includes humanitarian volunteers. 
However, it is not an easy task whereas there are still many humanitarian volunteers 
who have died in carrying out their duties. Based on this background, this thesis 
raises issues such as what are the policies regarding the protection of the volunteers 
and what form of state responsibility conducted regarding the volunteers in armed 
conflict according to International Humanitarian Law. This thesis uses normative 
research methods in resulting that humanitarian law has provided protection aimed 
at the civilian population and humanitarian volunteers as non-combatants as 
outlined in the four 1949 Geneva Conventions and Additional Protocols I and II 
1977 and in the event of a violation of the Convention and its Additional Protocols, 
the State Party is given the responsibility to establish regulations that contributes to 
the prohibition, prevention and prosecution of war crimes perpetrators in their 
national laws respectively. 
Keywords: International Humanitarian Law, Protection, Geneva Convention 1949. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam interaksi manusia, perang merupakan salah satu perilaku dasar yang 

dikuatkan oleh faktor perbedaan kepentingan politik, naluri agresi, jumlah korban, 

dan persitiwa perang. Namun, manusia juga mempunyai sifat untuk menyelesaikan 

konflik, bersimpati dan empati, dan sifat untuk hidup berdampingan sebagai 

makhluk sosial. Untuk itu, konflik yang memicu terjadinya perang perlu diatur 

berdasarkan hukum-hukum kemanusiaan sehingga dapat dilakukan dengan cara-

cara beradab. 

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa perang merupakan suatu 

peristiwa dimana satu negara atau lebih bersengketa dengan melibatkan senjata1 

dan diikuti dengan itikad untuk menyelesaikan hubungan baik dengan pihak lain 

yang bersangkutan (Haryomataram, 1994: 4). Seiring pergantian situasi, istilah 

perang berkembang menjadi sengketa bersenjata atau konflik bersenjata (armed 

conflict). Hal ini dilakukan karena untuk mengurangi sifat agresor manusia, namun 

secara teknis tetap terjadi adanya sengketa dengan intensitas yang sama dengan 

perang.2 

Hukum Humaniter Internasional merupakan sekumpulan pengaturan yang 

dirangkai dengan alasan kemanusiaan dan tujuan untuk mengurangi dampar dari 

konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional memberikan jaminan 

 
1 Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, at. al., Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 
Menurut Hukum Humaniter Internasional, Belli ac Pacis, Vol. 1. No. 1. Hlm. 89 
2 Ibid. 
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perlindungan untuk mereka baik yang aktif atau pasif berpartisipasi dalam 

konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional juga mengatur cara jalannya 

pearang. Kata lain dari Hukum Humaniter Internasional adalah laws of war atau 

hukum perang dan laws of armed conflict atau hukum konflik bersenjata. 

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict atau Hukum 

Humaniter Internasional sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan hukum perang 

atau laws of war, yang dikembangkan dan diubah menjadi laws of armed conflict 

atau hukum konflik bersenjata. Lalu istilah ini dikembangkan lebih lanjut sebagai 

Hukum Humaniter. Istilah baru ini banyak digunakan pada Konvensi Jenewa 1949, 

Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II 1977. Konvensi Jenewa 1949 

mengatur perlindungan korban perang, yang lalu diperluas oleh Protokol Tambahan 

I dan Protokol Tambahan II 1977 tentang sengketa bersenjata internasional. 

Humanity Principle atau asas kemanusiaan banyak mempengaruhi aturan-aturan 

mengenai cara berperang, terutama pada abad ke-20 awal. Oleh karena 

perkembangan ini, terjadi beberapa perubahan istilah hukum perang. Namun 

dengan istilah yang berbeda-beda, hukum sengketa bersenjata, hukum perang, dan 

hukum humaniter internasional tetap memiliki arti yang sama.3 

Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan untuk membatasi dalam 

hal cara-cara mengalahkan musuh yang diperbolehkan untuk digunakan dan dasar-

dasar yang mengatur tindakan terhadap perseorangan saat terjadinya konflik 

bersenjata.4 Maka dari itu, hukum internasional melakukan pembatasan-

 
3 Arlina Permanasari, Aji Wibowo, at. al., Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: International 
Committee of the Red Cross, 1999, hlm. 5 
4 https://pusham.uii.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 20.01 
WIB 
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pembatasan tersebut dengan diadakannya Hukum Humaniter Internasional 

sehingga kebrutalan yang tidak diperlukan akan hilanh dan lebih memanusiakan 

perang. 

Semenjak Kongres Wina 1815 sampai dengan tahun 1976 terjadi banyak 

konflik dan merupakan periode paling tinggi tingkat konflik. Hukum Humaniter 

dibentuk dalam rangka pencegahan pasca Perang Dunia II. Pencegahan ini 

dilakukan dengan adanya kesepakatan semua pihak mengenai nilai-nilai perilaku, 

interpretasi yang seragam, sehingga pelanggar dan sanksi yang diberikan jelas 

secara normatif. Kesepakatan sanksi yang tepat untuk menekan pelanggaran, dan 

kesediaan menegakkan nilai-nilai tersebut melalui pelaksanaan kekuasaan 

pengawasan. 

Seorang akademisi, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum 

Humaniter adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan korban 

perang, sedangkan Hukum Perang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan perang 

dan cara melakukan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja juga membedakan 

antara Jus ad Bellum yang merupakan hukum tentang perang, dengan Jus in Bello 

yang mengatur apa yang berlaku dalam perang. 

Haryomataram juga berpendapat bahwa Hukum Humaniter dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu The Haque Law atau Hukum Den Haag dan The Geneva Law atau 

Hukum Jenewa. The Haque Law berisikan tentang aturan cara dan alat yang dipakai 

dalam konflik bersenjata, sedangkan The Geneva Law mengatur tentang 

perlindungan yang diperuntukkan bagi para kombatan dan penduduk sipil yang 

terpengaruh dampak perang. 
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Dalam dunia internasional, Armed conflict atau dalam istilah Bahasa 

Indonesia biasa disebut dengan Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa yang 

tidak asing lagi. Setelah dirancangnya Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata 

terus dialami oleh umat manusia pada 60 tahun belakangan ini. Konflik bersenjata 

terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan dengan negara lain atau perselisihan 

antar individu atau kelompok.  

Hukum Humaniter Internasional memiliki asas dan prinsip yang mendasari 

berlakunya Hukum Humaniter. Asas-asas Hukum Humaniter antara lain: 

1. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity) 

Masing-masing pihak yg berkonflik memiliki hak yang tidak terbatas untuk 

menentukan kekuatan yang perlu digunakan untuk menaklukan musuh. 

2. Asas Kemanusiaan (Humanity) 

Asas kemanusiaan ini mearang semua macam penggunaan kekerasan yang 

tidak diperlukan untuk tujuan memenangkan perang. Orang-orang yang 

bukan merupakan ancaman (orang yang sakit, luka, tawanan perang, 

penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam konflik) harus dilindungi dari 

dampak perang. 

3. Asas Kesatriaan (Chivalary) 

Asas ini menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan sehingga perang 

dijalankan dengan cara-cara terhormat. Penggunaan alat ilegal atau 

bertentangan dengan Hukum Humaniter sangat dilarang karena asas ini 

merupakan sisa dari sifat-sifat ksatriaan yang dijunjung tinggi pada masanya. 
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Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat perbedaan jenis konflik 

bersenjata, yaitu: 5 

1. Konflik Bersenjata Internasional (International Armed Conflict) 

Konflik bersenjata ini disebut konflik bersenjata internasional karena 

melibatkan lebih dari satu negara. 

2. Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed 

Conflict) 

Konflik bersenjata non-internasional dulunya lebih dikenal dengan istilah 

perang saudara. Hal ini dianggap murni sebagai hal internal suatu negara 

yang mana tidak melibatkan ketentuan hukum internasional. Konflik ini 

hanya melibatkan satu negara yang cakupannya tidak meluas ke wilaya dua 

atau lebih negara. 

Perbedaan ini dapat dilihat secara umum dengan membedakan status hukum 

para pihak yang terlibat. Dalam hal International Armed Conflict, pihak yang 

bersengketa harus memiliki status hukum yang sama.6 

Perang berisikan fenomena permusuhan dan kekejian di antara pihak-pihak 

yang bersengketa. Dibuktikan dalam sejarah bahwa konflik bersenjata bukan hanya 

dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menimbulkan adanya kekejaman dan 

kejahatan.7 

 
5 Prajodi, Leksono, Op.Cit., hlm. 92 
6 Ibid. 
7 Asep Darmawan, Prinsip pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter, 
Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm. 
51 
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Selama konflik bersenjata berlangsung, nilai-nilai kemanusiaan tetap harus 

dihormati. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Hukum Humaniter yang 

bertujuan untuk membatasi hak penggunaan senjata yang berlebihan sehingga 

menyebabkan penderitaan dan kerusakan yang berlebihan. Berselaras dengan 

tujuan Hukum Humaniter, konflik bersenjata dapat dimaklumi karena perang 

merupakan sitasi yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Hukum Humaniter perang 

dapat digunakan sebagai penyelesaikan sengketa apabila situasi tersebut merupakan 

pilihan terakhir (last resort), berdasarkan dengan mandat politik (political 

authority), dan harus didasarkan dengan sebab atau kausa yang benar (just cause). 

Penyelesaian sengketa melalui perang ini juga terdapat pembatasan yang diatur 

dengan dasar prinsip proposionalitas (proportionality and discrimination), yang 

dimana prinsip ini diikuti dengan prinsip dimana seorang komandan memiliki 

tanggung jawab dalam penegakkan hukum konflik bersenjata  yang disebut dengan 

prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility). 

Kedua prinsip yang telah diuraikan diata menjadi dasar larangan penggunaan 

senjata yang mengakibatkan kerusakan dan penderitaan yang tidak perlu dan 

membedakan sasaran militer (kombatan) dan sipil (non-kombatan). Dewasa ini 

Hukum Humaniter memiliki tiga prinsip, antara lain: 

1. Prinsip Pembeda (Distinction Principle) 

Prinsip ini membedakan antara kombatan yang ikut serta secara aktif dalam 

konflik bersenjata dan non-kombatan yang tidak ikut serta dalam konflik 

bersenjata. Prinsip ini juga membedakan objek sipil dan objek militer 

sebagai sasaran perang. Hal ini diatur karena penduduk sipil atau non-
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kombatan mendapatkan perllindungan dari bahaya yang timbul dari operasi 

militer, maka dari itu tiap-tiap pihak harus dengan wajib memperhatikan 

perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan sebagai sasaran militer. 

2. Prinsip Pembatasan Senjata (Limitation Principle) 

Prinsip ini membatasi sarana dan metode berperang seperti dilarangnya 

penggunaan senjata beracun atau nuklir yang dapat mengakibatkan 

pembunuhan massal tanpa membedakan antara objek sipil dan sasaran 

militer. 

3. Prinsip Diskriminasi (Discrimination Principle) 

Prinsip ini melarang sasaran penduduk sipil dan objek-objek sipil. Jika 

memang harus dilakukan penyerangan, hal tersebut harus dapat 

meminimalisi korban dan kerusakan atas objek-objek sipil. 

Konflik bersenjata akan menimbulkan jatuhnya korban, baik dari pihak 

kombatan maupun dari pihak non-kombatan yang sifatnya pasif dalam kegiatan 

perang. Akibat ini akan menimpa kepada siapapun yang sedang berada dalam 

daerah konflik bersenjata. 

Konflik bersenjata dapat menimbulkan beberapa akibat, antara lain:8 

1. Perbudakan dan perdagangan orang 

2. Pelecehan martabat, pemerkosaan 

3. Kekerasan terhadap tubuh dan/atau nyawa seseorang 

4. Pelaksanaan pidana tanpa menjamin hak-hak seseorang 

 
8 Rubby Ellryz, Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum 
Humaniter, Lex es Societis. Vol. V. No. 2, 2017, hlm 2. 
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5. Penyanderaan 

Ditengah-tengah konflik bersenjata terdapat salah satu golongan non 

kombatan, yaitu relawan kemanusiaan. Dalam sudut pandang hukum internasional, 

relawan kemanusiaan termasuk dalam golongan non kombatan, yang merupakan 

golongan kemanusiaan diluar aktifitas kepalangmerahan. Relawan kemanusiaan 

juga merupakan organisasi yang didasarkan pada relawan yang bekerja dengan 

tujuan kemanusiaan dan untuk kebutuhan masyarakat korban konflik bersenjata.9 

Seorang relawan kemanusiaan juga ikut bertaruh nyawa, hal inilah yang kerap 

dialami relawan kemanusiaan maupun dalam kelompok atau individu. Relawan 

kemanusiaan bekerja di dalam wilayah konflik bersenjaa dengan  rasa kepedulian 

terhadap sesama yang tinggi dan digabungkan dengan rasa kemanusiaan. 

Suatu negara memiliki banyak kebutuhan, sehingga satu negara akan 

membutuhkan hubungan dengan negara lain sehingga didorong untuk bekerja sama 

dan memperbanyak relasi dengan negara lain. Dalam kasus perlindungan relawan 

kemanusiaan ini, setiap negara yang berkonflik maupun tidak memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi semua relawan kemanusiaan termasuk tim medis. 

Hukum Humaniter Internasional telah berupaya dalam mengatur 

sebagaimana rupa sehingga perang atau konflik dapat dilaksanakan dengan dasar-

dasar kemanusiaan. Dalam Konvensi Jenewa I dan Konvensi Jenewa II dirancang 

untuk melindungi yang terluka, sakit, dan kapal karam yang diperluas menjadi 

perlindungan terhadap anggota golongan non kombatan sep rohaniawan yang 

 
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Tim_Relawan_untuk_Kemanusiaan, diakses pada tanggal 17 Januari 
2020, pukul 21.16 WIB. 
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bertugas dalam angkatan bersenjata, staf khusus administrasi, dan bangunan-

bangunan kesehatan. 

Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan, beberapa konflik bersenjata dapat 

berdampak kepada relawan kemanusiaan, seperti hilang, luka-luka, disandra atau 

ditangkap, hingga terbunuh. Dalam praktiknya, terdapat beberapa negara yang tidak 

memberikan tanggung jawab terhadap dampak luka-luka, hilang, atau tewasnya 

sejumlah relawan kemanusiaan. 

Maka berdasarkan latar belakang ini, Penulis dalam melaksanakan 

penelitiannya yaitu untuk mengangkat permasalahan mengenai perlindungan 

negara terhadap relawan kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul: 

“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN 

RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA”. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam hal ini, permasalahan yang akan dibahas telah Penulis rumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan dalam 

konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap relawan kemanusiaan 

dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap 

relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter 

Internasional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab negara terhadap 

relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter 

Internasional. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan di bidang hukum, 

khususnya bidang hukum internasional serta memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pertanggungjwaban negara terhadap perlindungan relawan 

kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter 

Internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, manfaat 

bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi, dan menerapkan ilmu hukum 

internasional yang telah dipelajari di bangku perkuliahan mengenai 

pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan relawan kemanusiaan dalam 

konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. 
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E. Ruang Lingkup 

Pembahasan penelitian ini dibatasi dengan bahsan mengenai pengaturan dan 

pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan relawan kemanusiaan dalam 

konflik bersenjata melalui Hukum Humaniter Internasional serta undang-undang 

dan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan relawan kemanusiaan dalam 

konflik bersenjata. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Dasar Relawan Kemanusiaan 

Dalam KBBI, kata Relawan ekuivalen dengan kata sukarelawan yang 

berarti adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela karena tidak 

merasa diwajibkan atau dipaksakan. Relawan adalah seseorang atau kelompok 

orang yang secara ikhlas karena merasa terpanggil oleh hati nurani nya untuk 

memberikan apa yang dimiliki10 kepada orang yang lebih membutuhkan sebagai 

tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan sesuatu kembali. Kerelawanan 

memiliki beberapat kriteria antara lain memiliki kepedulian dengan keikhlasan 

penuh untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang didasarkan oleh norma-

norma kemanusiaan dan asas kemasyarakatan sebagai bentuk dedikasi.11 Semua 

orang atau kelompok yang tanpa pamrih dan juga tanpa membeda-bedakan strata 

sosial, gender, agama, dapat mengabdikan dirinya menjadi relawan. Selama 

seseorang atau kelompok tersebut memiliki semangat jiwa kerelawanan, 

 
10 Patricia Halim. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan 
dalam Kasus Blokade Jalur Gaza. Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 
2010). 
11 International Committee of the Red Cross, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC Delegasi 
Regional Indonesia, 2010, hlm. 12 
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siapapun dapat menjadi relawan. Relawan tidak bergantung pada ras, atau agama 

tertentu karena tidak ada seorang relawan kemanusiaan yang hanya 

memperjuangkan kepentingan kelompok secara spesifik.12 

2. Teori Perlindungan Hukum Relawan Kemanusiaan 

Perang atau konflik bersenjata cenderung menghasilkan korban dalam 

jumlah yang banyak. Perang  atau konflik bersenjata diibaratkan sebagai relasi 

bersenjata yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam perkembangan 

teknologi ini, situasi gencatan senjata dapat disiarkan ke seluruh dunia sehingga 

terbentukan opini-opini dari masyarakat internasional yang menjadi salah satu 

bagian penting dalam strategi perang. Opini ini juga menggerakkan hati nurani 

manusia untuk berempati dan bersimpati kepada masyarakat yang berdampak 

dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi sehingga menjadi aktor 

kemanusiaan. 

Aktor-aktor kemanusiaan ini merupakan individu, organisasi atau 

kelompok, atau lembaga dan negara yang termasuk kedalam aktor Negara 

maupun bukan Negara. Interaksi antar aktor ini dapat menimbulkan 

terbentuknya hubungan internasional. Aktor-aktor kemanusiaan ini membantu 

korban dampak perang dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara 

kepada negara lain yang sedang mengalami bencana alam atau konflik 

bersenjata.13 Relawan kemanusiaan dapat memberikan bantuan kemanusiaan 

 
12 https://www.psychologymania.com/2013/04/pengertian-relawan.html, diakses pada tanggal 21 
Januari 2021, pukul 12.23 WIB. 
13 Lona Puspita, Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum 
Humaniter Internasional. Jurnal Normative, Vol. 5 No.1, 2017, hlm. 7 
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berupa bantuan logistik, pelayanan kesehatan, pangan, papan, dan bantuan 

lainnya yang sekiranya dibutuhkan. 

Terdapat beberapa aktor kemanusiaan internasional yang bersifat universal 

sebagai berikut: 

a. Badan-Badan PBB 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempunyai akses dan sumber 

daya yang cukup untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-

orang yang membutuhkan. Hal ini dikarenakan PBB merupakan organisasi 

internasional antar-pemerintahan terbesar dan bersifat universal. Dengan 

kedudukan ini, PBB dapat memberikan bantuan kemanusiaan melalui Badan-

Badan PBB yaitu UNICEF, UNHCR, dan WFP yang diberikan perang 

penting untuk menyalurkan bantuan-bantuan ini ke wilayah yang 

membutuhkan. 

b. ICRC (International Committee of the Red Cross) 

Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the 

Red Cross (ICRC) merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat netral 

dan mandiri. ICRC juga bertujuan untuk melindungi kehidupan masyarakat 

yang sedang berada di dalam konflik bersenjata dan keadaan kekerasan 

lainnya.14 

 

 

 
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah#Misi_dan_mandat, diakses 
pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 13.43 WIB. 
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c. Amnesty International 

Organisasi non-pemerintah internasional, Amnesty International 

bertujuan untuk mempromosikan seluruh Hak Asasi Manusia yang telah 

diamanahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights dan 

pengaturan internasional lainnya. 

 

Terdapat dua bagian dari Hukum Humaniter Internasional, yang pertama 

adalah Hukum Jenewa, yaitu hukum yang mengatur tentang perlindungan 

personel militer yang secara aktif ikut serta dalam pertempuran dan penduduk 

sipil atau non kombatan yang hanya secara pasif ikut serta dalam daerah konflik 

bersenjata. Lalu, yang kedua diikuti dengan bagian Hukum Humaniter 

Internasional lainnya yaitu Hukum Den Haag, yang mengatur seperangkat hak 

dan kewajiban pihak-pihak yang sedang dalam konflik dalam melakukan operasi 

militernya. Hukum Den Haag juga menetapkan aturan-aturan terkait sarana yang 

diperbolehkan untuk dipakai dan yang dilarang untuk melawan musuh. Hukum 

Humaniter Internasional mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata 

untuk membedakan antara kombatan dengan non kombatan atau penduduk sipil. 

Non kombatan merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak 

aktif berperan dalam perang dan berstatus sipil. Istilah ini juga mencakup 

masyarakat yang berkediaman di dalam wilayah konflik bersenjata. Jika tedapat 

kebimbangan apakah seseorang merupakan non kombatan atau kombatan, maka 

seseorang itu wajib dianggap sebagai non kombatan. Istilah non kombatan ini 



 

  

15 

juga dapat digunakan untuk orang -orang yang bekerja sebagai personel 

pertahanan sipil, relawan, dan wartawan.15 

Konvensi Jenewa 1949 memberikan perlindungan ini kepada penduduk 

sipil yang berada di dalam daerah konflik bersenjata. Konvensi ini juga 

menetapkan beberapa pengaturan mengenai pembentukan daerah-daerah rumah 

sakit dan wilayah keselamatan atau safety zone. Perlu dibedakan pula antara 

kawasan keselamatan (safety zone) dengan kawasan netral atau disebut juga 

dengan neutralized zone. Safety zone ini diperuntukkan untuk non kombatan atau 

penduduk sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran. Sedangkan 

neutralized zone menurut Pasal 15 Konvensi Jenewa 1949, daerah yang 

dinteralisirkan tidak hanya diperuntukkan kepada kombatan dan non kombatan 

dengan status “hors de combat”,16 tetapi juga ditujukan untuk masyarakat sipil 

yang berada di dalam daerah tersebut. Kawasan-kawasan ini dibentuk dengan 

tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat yang rawan 

dengan dampak konflik seperti individu yang lemah, sakit dan/atau luka, 

peremupuan hamil atau menyusui, dan lain-lain.17 

Terdapat beberapa pengaturan dasar yang diatur Protokol Tambahan I 

Tahun 1977, yakni bahwa pengaturan mengenai perlindungan yang sebelumnya 

sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diperluas hingga ke semua peralatan 

 
15 Protokol Tambahan I Tahun 1977, pasal 61-67, 76, 79 
16 Hors de combat merupakan Bahasa Prancis untuk mengistilahkan golongan kombatan yang sakit, 
luka-luka, menyerah, atau korban karam sehingga tidak mampu lagi untuk berpartisipasi aktif dalam 
konflik bersenjata 
17 Puspita, Loc.Cit., hlm. 7 
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transportasi medis dan tenaga kesehatan yang berasal dari organisasi 

kemasyarakatan maupun organisasi militer. 

Kemudian dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 juga melarang 

dilakukannya tindakan starvasi18 secara sengaja terhadap orang-orang yang 

rentan dan perlu dilindungi dan di hormati. Porotkol Tambahan II 1977 juga 

mewajibkan para pihak untuk menghormati simbol-simbol Palang Merah dan 

Bulan Sabit Merah serta SInga dan matahari Merah. Penggunaan lambang-

lambang tersebut juga terbatas kepada anggota yang secara resmi berhak untuk 

memakainya.19 

3. Teori Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional 

State responsibility atau tanggung jawab negara merupakan prinsip 

fundamental dalam hukum internasional yang dapat timbul apabila terdapat 

pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu.20 

Tanggung jawab negara juga muncul sebagai akibat dari adanya prinsip hukum 

internasional, yaitu perasamaan dan kedaulatan negara (equality and sovereignty 

of state). 

Setiap negara yang mempunyai kedaulatan atas negara itu sendiri, harus 

tetap menggunakan kedaulatannya dengan menghormati kedaulatan negara-

negara lain. Diatur juga mengenai pertanggungjawaban kedaulatan negara itu 

 
18 Starvasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat kekurangan unsur-unur nutrisi, kekurangan 
asupan energi, dan gizi esensial yang diperlukan tubuh dalam beberapa hari sehingga mengakibatkan 
terjadinya perubahan-perubahan akses metabolisme unsur-unsur utama dalam tubuh. 
19 Asri. P. Rada Hatala. Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik 
Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Skripsi (Fakultas Hukum Universtias 
Pattimura, Ambon, 2019). 
20 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timur 
Leste, dan Lainnya, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 41 
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sendiri oleh hukum internasional. Jika sebuah negara diberikan kedaulatan, 

maka negara tersebut wajib untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu. Jika 

hal itu terjadi, maka suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban atas 

tindakan penyalahgunaan kedaulatan tersebut.21 

Negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila negara tersebut 

merugikan negara lain. Terdapat faktor-faktor dasar yang menjadi karakteristik 

jika negara tersebut harus bertanggung jawab, yaitu jika negara tersebut lalai 

dalam mematuhi kewajiban hukum internasional, menyebabkan kerugian atau 

kerusakan terhadap negara lain, dan lahirnya kewajiban hukum internasional 

yang diberlakukan dengan negara lain.22 

4. Teori Konflik Bersenjata 

Konflik bersenjata atau armed conflict merupakan cara penyelesaian 

sengketa dengan cara tidak damai antara dua negara atau lebih, suatu negara 

dengan fraksi pemberontakan, suatu negara dengan suatu etnis bukan negara, 

atau dua kelompok etnis yang berbeda dalam satu negara. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian normatif digunakan untuk membahas penelitian ini. 

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 

sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma-norma. Sistem kaidah atau 

norma yang dibangun adalah mengenai peraturan perundang-undangan, teori, 

 
21 Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: CV Rajawali, 1991, hlm. 
174 
22 Rhona K. M. Smith, at. al., Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 
333 
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perjanjian, doktrin atau ajaran, dan putusan pengadilan.23 Tipe penelitian ini 

lebih merujuk kepada deskriptif-analitis dengan membandingkan bahan hukum 

primer (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan dihubungkan dengan 

teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang berkaitan dengan isu 

penelitian.24 

2. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa macam pendekatan pada penelitian hukum. Dalam 

proposal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan ini menganalisis seperangkat aturan-aturan yang berkaitan 

dengan isu penelitian. 25 Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis akan 

menelaah lebih dalam lagi mengenai pengaturan Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II 1977. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang mendekatkan kepada 

prinsip dan dasar hukum. Dalam prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan 

pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum.26 

 

 

 
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan 
IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33 
24 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: PT. Gahlia 
Indonesia, 1990, hlm. 97. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93 
26 Marzuki, Loc.Cit., hlm. 138 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer atau Primary law material, merupakan bahan 

hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Primary law 

material yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Kepalangmerahan. 

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199 Tentang 

Hak Asasi Manusia. 

iv. Konvensi Den Haag 1907. 

v. Konvensi Jenewa 1949 

vi. Protokol Tambahan I 1977. 

vii. Protokol Tambahan II 1977. 

b. Bahan Hukum Sekunder atau secondary law material merupakan bahan 

yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasannya yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer berupa suatu dokumen resmi yang 

terutama ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum 

dan jurnal-jurnal hukum. 27 

 
27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006, hlm. 196 
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c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, dan dapat di akses melalui 

internet berupa website, artikel, berita, dan referensi lainnya yang 

berkaitan dengan isu penelitian.28 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan melalui 

studi pustaka dan studi dokumen yang didukung oleh data lapangan yang 

menerapkan analisis dan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. 

Dengan memperoleh data penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen 

peraturan internasional, perjanjian internasional, dan konvensi internasional 

yang berkaitan dengan isu penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder yang dianalisis 

menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang akan dihubungkan 

dengan cara sistematis dalam kalimat yang mudah dipahami dan akan ditarik 

kesimpulan yang mendeskripsikan jawaban dari isu penelitian.29 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam uraian data-data primer dan sekunder, penulis akan menarik 

kesimpulan secara deduktif, yaotu mengambil kesimpulan penelitian dari yang 

bersifat umum dan mengerucut ke penjelasan secara khusus.30  

 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012, hlm. 13 
29 Surakhmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,. Bandung: Tarsio, 1994, 
hlm. 17 
30 Mannase Malo, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Karunika, 1985, hlm.11 
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